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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Kewarganegaaran

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Uundang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga Negara

serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan Negara .

Dari pengertian dan ciri-ciri PKn diartikan bahwa PKn merupkan mata

pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga Negara dalam hal,

terutama membangun bangsa dan Negara dengan mengandalkan pengetahuan

dan kemampuan dasar dari matapelajaran PKn dengan materi pokoknya

demokrasi politik atau peran warga Negara dalam aspek kehidupan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah

menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk

dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilihat dalam Undang-undang No.20

Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat pendidikan

kewargangaraan yang pada perinsipnya bertujuan membentuk good citizenship

dan menyiapkan warga Negara untuk masa depan.
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Hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan

terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara

dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan

pelaksaan hak dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan

kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara. Tujuan pendidikan

kewarganegaraan adalah mewujudkan warga Negara sadar bela Negara

berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan

mengembangan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa

(Komaruddin H dan Azyumardi Azra, 2008: 5).

Menurut Nu’man Soemantri (2001: 54) pendidikan

kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik,

yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif

influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu

diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak

demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian atau usaha salah

satu tujuan pendidikan IPS (Social Science Education) dari berbagai

disiplin ilmu-ilmu social, humaniora, dokumen Negara, terutama

Pancasila, UUD1945, dan perundang Negara dengan tekanan bahan

pendidikan pada hubungan warga Negara dan yang berkenaan dengan bela

Negara. Pada Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKn

merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan
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kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara

dengan Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi

warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. Hal senada

di kemukakan oleh Nu’man Soemantri (2001: 299) antara sebagai berikut :

Mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan
demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber
pengetahuan lainya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan
sekolah, masyrakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses
guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan
bertindak demokrartis dalam mempersiapkan hidup demokratis
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Mata Pelajaran PKn sebagaimana tercantum dalam susunan

kurikulum PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang

cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara

Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi).

Dari pengertian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut maka dapat

dirumuskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pendidikan

politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral/

karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan

mampu melaksanakan hak dan kewajibannnya serta bertanggung jawab.
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Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik

(good citizen) sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting sebagai

tempat untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga

negara yang demokratis. Untuk itu PKn dituntut dapat mengembangkan

kelas sebagai laboratorium demokrasi yang menanamkan dan

mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Dengan

demikian mata pelajaran PKn merupakan proses yang meliputi semua

pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang

warga negara dalam peranannya di dalam masyarakat (Cholisin, 2000: 17).

2. Visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah

berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal

dengan masyarakat madani (civil society). PKn paradigma baru berupaya

memberdayakan warga Negara melalui proses pendidikan agar mampu

berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan pada visi mata pelajaran PKn tersebut, maka dapat

dikembangkan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

paradigma baru, yaitu membentuk warga negara yang baik (good

citizenship), yaitu menciptakan kompetensi siswa agar mampu berperan

aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis

melalui pengembangan pengetahuan karakter dan keterampilan warga

negara.
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Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

1) Pendidikan sebagai wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan
yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang
mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip
dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945
Konstitusi Negara Republik Indonesia.

2) Pendidikan yang demokrasi berarti pendidikan yang menyiapkan
peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara
untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran
bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan
bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan
pada hukum, ketaatan membayar pajak serta sikap perilaku anti
korupsi, kolusi dan nepotisme (Winarno, 2006: 29).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa visi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah menciptakan masyarakat yang

demokratis, dari visi tersebut maka dapat dikembangkan misi Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk

menciptakan masyarakat yang cerdas, baik dan bertanggung jawab

terhadap kelangsungan pemerintahan yang demokratis, serta memiliki

wawasan pendidikan demokratis sehingga menyiapkan peserta didik yang

memiliki kesadaran untuk setia membela negara dan memiliki

penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Seminar Tawangmangu 1972 tujuan PKn yaitu membina

warga Negara yang baik dan untuk masa depan dalam arti warga Negara

yang berkembang kontinum variabelnya/ penerapannya pada kwalitas

yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan (spiritual, ekonomi,
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social-budaya, politik, hukum, dan hankam) yang sesuai dengan ketentuan

atau kriteria konstitusi/ UUD 1945 (Cholisin, 2004: 17).

PKn memiliki fungsi yang sangat esensial dalam meningkatkan

kualitas manusia Indonesia yang memiliki keterampilan hidup bagi diri

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Nu’man Soemantri (2001:166)

menjelaskan bahwa fungsi PKn adalah :

Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk
memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi
internalisasi moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan
untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan
dalam integaritas pribadi dan prilaku sehari-hari.

Menurut Kurikulum 2006 Pendidikan Kewarganegaraan memiliki

tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta anti korupsi.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas No. 22 Tahun
2006).

Dari tujuan PKn tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki tujuan dalam membentuk warga negara mulai dari civic

knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic skills (keterampilan

kewarganegaraan) yang dibagi dalam keterampilan intelektual,

keterampilan partisipasi. Kemudian tujuan selanjutnya komponen civic
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dispotition (karakter kewarganegaraan). Komponen tujuan PKn tersebut

termuat dalam tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada Kurikulum 2006.

Berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan, peserta

didik di samping memiliki pengetahuan kewarganegaraan dalam

mengetahui isu publik, peserta didik (warga negara) juga dituntut memiliki

keterampilan intelektual untuk memecahkan permasalahan-permasalahan

publik. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan

masyarakat serta berinterakasi dengan bangsa-bangsa lain dalam

percaturan dunia, hal ini peserta didik (warga negara) harus dapat

memiliki keterampilan partisipasi untuk berinterkasi, memantau/

memonitori, dan mempengaruhi sistem pemerintahan baik dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Peserta didik

(warga negara) juga dituntut memiliki karakter kewarganegaraan (civic

dispotition) dalam berkembang secara positif dan demokratis untuk

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi Pkn adalah usaha yang di lakukan

oleh siswa secara sadar untuk mempermudah memahami materi belajar

dan memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan

baik dalam bidang politik, hukum, dan moral yang dapat diwujudkan

dalam prilaku sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila .

Tujuan pendidikan kewarganegaraan mewujudkan warga negara

sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan
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kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri

kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah salah satu proses dalam rangka mempengaruhi

peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan

lingkinganya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam

dirinya yang memungkinkanya untuk berfungsi dalam kehidupan

masyarakat (Oemar Hamalik, 2001: 3)

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai visi

khas, yakni terbentuknya warga negara yang baik (good citizen) dalam

rangka nation and character building. Dengan tujuan tersebut maka

peserta didik (warga negara) akan memiliki sikap yang kritis dan tanggung

jawab yang akhirnya akan menjadi warga negara yang baik (good citizen)

dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bernegara.

4. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian yang dilakukan para ahli pendididkan dari berbagai

belahan dunia menghasilkan temuan-temuan baru yang menarik untuk

melakukan kajian ulang terhadap prinsip dan tujuan pendidikan kewargaan

di Indonesia. Hasil penelitian semua umum mengarahkan bangsa-bangsa

untuk mengalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan

bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianut

bangsa bersangkutan. Secara umum, Negara-negara asia menekankan

aspek moral, kepentingan komunal, identitas nasional
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Pesatnya perkembangan tentang kebijakan pendidikan khususnya

berkaitan dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai

respon terhadap perubahan-perubahan masyarakat di tingkat lokal dan

global menurut bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan aplikasi

kemabali terhadap tuntutan lingkungan yang terus bergerak dan berubah

cepat. Penelitian yang dilakukan oleh pra ahli pendidikan dari berbagai

belahan dunia menghasilkan temuan-temuan baru yang menarik untuk

melakukan kajian ulang terhadap prinsip dan tujuan pendidikan kewargaan

di Indonesia. Hasil penelitian secara umum mengarahkan bangsa-bangsa

untuk mendalami kembali nilai-nilai dasa, sejarah, dan masa depan bangsa

bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianut bangsa

bersangkutan, secara umum, Negara-negara Asia menekan aspek moral.

Dengan adanya perubahan Undang-undang no.2 Tahun 1989 yang

diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tidak dieksplistikan

lagi nama Pendidikan Pancasila, sehingga tingal Pendidikan

Kewarganegaraan. Hal ini terlihat dalam Pendidikan Pancasila diamaukan

dalam mata pelajaran PKn. Begitu pula pada kurikulum 2004 mulai di

perkenalkan istilah pengganti PKn dengan nama kewarganegaraan

/Pendidikan Kewarganegaraan, perubahan ini juga tampak pada perubahan

dngan isi PKn yang lebih kearah keilmuan, yakni politik, hukum, dan

moral (Cholisin, 2004: 54-56).

Pada akhirnya di era reformasi ini pendidikan Kewarganegaraan

juga sedang dalam proses reformasi ke arah pendidikan kewarganegaraan
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dengan pradigma baru. Kurikulum 2013 (KTSP), kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadiaan dimaksudkan untuk peningkatan

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban

dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara serta

meningkatkan kualitas diri sebagai manusia. Wawasan dan kesadaran

termasuk kedalam wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotism bela Negara,

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajuan bangsa,kesetaraan

gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hokum, ketaatan

bayar pajak dan sikap prilaku anti korupsi,nepotisme (dalam

permendikanas No 22 tahun 2006 tentang standar isi).

Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kompetensi

dasar atau sering di sebut kompetensi minimal, yang ditrasformasikan dan

ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Kompetensi kewargaan (civic knowledge), yaitu kemampuan dan

kecakapan yang terkait dengan materi ini pendidikan kewargaan .

b. Kompetensi sikap kewarganegraan (civic dispositions)yaitu

kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan

komitmen warga Negara anatar lain komitmen akan kesetraan gender,

toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat

dalam penyelesaian persoalan warga Negara yang terkait dengan

pelanggaran HAM.

c. Kompetensi tereranpilan kewargaan (civic skills) yaitu kemampuan

dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan sperti
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kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara Negara dan

pemerintah.

Ketiga kompetensi ini yang dielaborasikan melaborasikan

melalui cara pemebelajaran yang demokratis partispatif, dan aktif

sebagai upaya transfer pembelajaran dan prinsip demokrasi dan HAM

yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembannya masyarakat madani

(Komaruddin H dan Azyumardi Azra 2008: 8-9).

5. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

a. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang

standar Isi Pendidikan Nasional, ruang lingkup pendidikan

kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia, sumpah pemuda,keutuhan NKRI, partisipasi
pembelaan Negara, sikap positif dalam NKRI, keterbukaan dan
jaminan keadilan.

2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tatatertib dalam
keluarga, tata tertibdi sekolah, normayang berlaku dalam
masyrakat, peraturan-peraturan daerah, system hokum dan
peradilan nasional, hukum dan peradilan internasonal.

3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyrakat, instrument nasioanal dan
internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlingdungan
HAM.

4) Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga
diri sebgai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi,
kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan
bersama,prestasi diri persamaan kedudukan warga Negara.

5) Konsitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan
konsitusi pertama, konsitusi- konsitusi yang pernah berlaku di
Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konsitusi.

6) Kekuasan dan politik : pemerintah desa dan kecamatan, pemuda
dan otonomi, demokrasi dan system politik,pemerintah pusat,



19

budaya politik, budaya demokrasi majumasyarakat madani,
system pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi.

7) Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan
ideology Negara.

8) Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia diera
globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan
organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan

diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan

penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini

bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada

dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar

materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel,

bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman

mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini. Meski demikian,

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru harus mendasar pada

standar kelayakan materi yang bersifat universal, yang core atau

intinya relevan dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi

(Jurnal Civic, 2009: 24).

b. Kajian Tentang Pemahaman Materi PKn

1) Pemahaman Materi PKn

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata

pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau

memahamkan (Departemen Pendidikan Nasional, 811: 2008).

Menurut Kartini Kartono (1997: 101), yang dimaksud dengan

pemahaman adalah pengertian atau pemaknaan setiap konsep baru
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yang kemudian direspon secara positif melalui sikap dan pola

berpikir. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk

menyatakan suatu definisi, rumusan kata yang sulit dengan

perkataan sendiri, dapat pula merupakan kemampuan untuk

menafsirkan suatu teori atau meramalkan kemungkinan.

Pengembangan materi pembelajaran seharusnya memperhatikan

apakah materi yang akan diajarkan itu sesuai/ cocok dengan tujuan

dan kompetensi yang akan dibentuk.

Menurut Samsuri (2011: 75), tampak bahwa secara formal

dan substansial terdapat pergeseran paradigma kajian PKn untuk

satuan pendidikan dasar dan menengah. Pegeseran ini tidak hanya

memberikan harapan penting bagi kajian PKn yang selaras dengan

idealitas pendidikan kewarganegaraan demokratis yang telah

berkembang dan masih terus dikembangkan disejumlah Negara

demokratis. Tantangan yang kemudian muncul ialah bagaimana

praktisi di lapangan, yakni guru PKn dapat menafsirkan dan

menerjemahkan standar isi tersebut sebagai materi pembelajaran

yang sejalan dengan tuntutan pembentukan warga negara

demokratis dan memiliki kompetensi kewargaan (civic

competencies).

Suatu saran yang praktis kiranya dapat dipertimbangkan

oleh guru Civics untuk meningkatkan mutu mengajarnya yaitu:
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a) Sikap sahabat, tidak agresif, kooperatif, demokratis, sopan
dalam memperlakukan pelajar, tapi tetap dapat memelihara
wibawa.

b) Menghargai pendapat, perhatian pelajar dengan jalan
menunjukkan adanya relevansi antara pendapat tersebut
dengan tujuan pelajaran civics.

c) Antusias terhadap bahan pelajaran yang sedang dibicarakan.
d) Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam

textbook dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita-
cerita film, maupn hubungannya dengan bahan pelajaran.

e) Dapat meragakan secara skematis bahan pelajaran di papan
tulis, sehingga memungkinkan pelajar-pelajar untuk tertarik
terhadap bahan pelajaran.

f) Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menimbulkan
pelajar untuk mengingat berfikir, menilai, dan berfikir kreatif.

g) Dapat memberi jalan kepada pelajar untuk mendorong
kegiatan-kegiatan menyelidiki bahan pelajaran, hingga pelajar
dapat memiliki keterampilan berfikir ilmiah maupun dapat
menemukan sistem nilai yang positif bagi seseorang warga
Negara (Numan Somantri, 2001: 42).

Setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik maupun

kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru PKn juga

harus memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan dan

dijadikan sebagai acuan dalam mengajar. Undang-Undang

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 10 menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi

kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

kompetensi profesional. Dalam peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, bahwa

standar kompetensi guru PKn meliputi:

a) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
yang mendukung Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
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b) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang
meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai
dan sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan
kewarganegaraan (civic skill).

c) Menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.

Guru PKn harus dapat memahami materi, struktur, konsep,

dan pola pikir kritis keilmuan yang mendukung mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dalam bidang politik, hukum,

dan moral. Ilmu pengetahuan memuat banyak informasi dan data

tentang fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari.

Substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap

kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan

kewarganegaraan (civic skill). Menurut CCE (Center For Civic

Education) untuk dapat berpartisispasi maka perlu dibekali

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowlwdge), keterampilan

kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan

(civic dispotition) (Cholisin, 2004: 19).

Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) merupakan

materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Peserta

didik untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara berlandaskan pada pengetahuan yang ia miliki.

Keterampilan kewarganegaraan (Civic skills) mencakup

ketrampilan intelektual (intellectual skills) dan keterampilan

partisispasi (participation skills). Keterampilan kewarganegraan
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(civic skills) merupakan pengembangan dari pengetahuan

kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu

yang bermakna. Hal ini dapat dimanfaatkan peserta didik dalam

menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara normatif dijelaskan dalam Permendiknas No. 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa fungsi PKn SMA/ SMK/

MA adalah Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi

sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil,

dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia

dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dari

substansi, tujuan, dan fungsi mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan maka komponen yang dikembangkan adalah

pertama warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan

kewarganegaraan/ civic knowledge); kedua, terampil (berpikir kritis

dan partisipasi/ intellectual skills dan participation skills); ketiga,

berkarakter/ civic dispotition (loyal kepada bangsa dan negara,

memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila

dan UUD 1945, serta dapat hidup bersama dengan bangsa lain).

2) Pengertian Materi PKn

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran maka seorang

guru berkewajiban membuat dan meyediakan materi pembelajaran

(instructional materials). Materi atau bahan ajar merupakan salah
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satu komponen dalam sistem pembelajaran yang memegang

peranan penting dalam membantu siswa untuk mencapai indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan

kompetensi dasar.

Materi pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan

isi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan

pertumbuhan atau perkembangan jiwa dan raga peserta didik serta

berguna sebagai modal bagi kehidupannya dimasa depan (Arif

Rohman, 2009: 167). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 isi PKn yakni terkait bidang politik, hukum, dan moral.

Sehingga materi PKn diantaranya politik, hukum, dan moral yang

kemudian ketiga akar keilmuan PKn tersebut dijabarkan dalam

standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn. Ruang lingkup

materi selanjutnya dituangkan dan dijabarkan dalam rumusan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut jenjang, tingkat

dan semester.

B. Model Pembelajaran Berbasis Deep Dialogue and Critical Thinking

(DDCT)

1. Pengertian Model Pembelajaran DDCT

Model pembelajaran berbasis deep dialogue and critical thinking

(DDCT) merupakan model pembelajaran yang membantu guru untuk

menjadikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Dalam model ini
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pembelajaran sedapat mungkin mengurangi pengajaran yang terpusat pada

guru (teacher centered) dan sebanyak mungkin pengajaran yang terpusat

pada peserta didik (student centered), namun demikian guru harus tetap

memantau dan mengarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Isjoni,

2009: 46). Pendapat lain dikemukakan oleh Darsono (2002: 27) bahwa

“DDCT dapat mengakses paham konstruksi dengan menekankan dialog

mendalam dan berpikir kritis”. Menurut Dimyati dan Mujiono (2006: 56),

DDCT bertujuan untuk mendapatkan pemahaman paling lengkap. Melalui

dialog mendalam peserta didik memahami bagaimana mereka

berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya. Berpikir kritis

membantu peserta didik menemukan, mengenali sekaligus menguji sikap

mereka sendiri serta menghargai nilai-nilai yang dipelajari.

Ketut Arthana (2010: 17) mengemukakan bahwa model

pembelajaran berbasis deep dialogue and critical thinking (DDCT) adalah

suatu model pembelajaran yang mengakses paham konstruktivis dengan

menekankan dialog mendalam dan berpikir kritis dalam mendapatkan

pengetahuan dan pengalaman. Kontruktivisme merupakan suatu

pandangan bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara

aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Melalui dialog secara

mendalam dan berpikir kritis, tidak saja menekankan keaktifan peserta

didik pada aspek fisik, akan tetapi juga aspek intelektual, sosial, mental,

emosional dan spiritual. Selain itu, melalui DDCT diharapkan peserta

didik belajar melalui mengalami, merasakan, medialogkan bukan hanya
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menghafalkan. Dengan mengalami sendiri, merasakan, mendialogkan

dengan orang lain, maka pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan

sesuatu yang baru akan mengendap dalam pikiran peserta didik dalam

jangka panjang yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk bekal

peserta didik dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya, dan

mengembangkan kecakapan hidupnya (life skills).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa deep dialogue

and critical thinking (DDCT) adalah saatu model pembelajaran yang

membantu siswa dalam memahami pengetahuan atau konsep secara aktif

dengan menekankan dialog mendalam dan berpikir kritis.

2. Keunggulan Model Pembelajaran Berbasis DDCT

Model pembelajaran berbasis DDCT memiliki banyak keunggulan

dalam pembelajaran. Menurut Suparlan Al Hakim (2004: 25), keunggulan

model pembelajaran DDCT yaitu dapat meningkatkan aktivitas siswa

dalam pembelajaran, siswa cenderung lebih mudah dalam memahami

materi, dan dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Pendapat lain

dikemukakan oleh Ketut Arthana (2010: 17), bahwa kelebihan DDCT

apabila diterapkan dalam pembelajaran diantaranya peserta didik dapat

belajar melalui mengalami, merasakan, medialogkan bukan hanya

menghafalkan, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, dan

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Menurut Global

Dialog institute(2001: 18), keunggulan model DDCT meliputi: a) peserta

didik dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, b) dapat
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mengoptimalkan potensi intelegensi peserta didik, c) peserta didik dapat

menjadi pendengar, pembicara dan pemikir yang baik, d) dapat

diimpelentasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

keunggulan model pembelajaran DDCT sangat banyak diantaranya:

a. Dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran.

b. Peserta didik cenderung lebih mudah dalam memahami materi.

c. Dapat meningkatkan berpikir kritis siswa.

d. Dapat meningkatkan keaktifan peserta didik.

e. Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran.

f. Dapat mengoptimalkan potensi intelegensi peserta didik.

g. Peserta didik dapat menjadi pendengar, pembicara dan pemikir

yang baik.

h. Dapat diimpelentasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Langkah-Langkah Pembelajaran DDCT

Pembelajaran berbasis DDCT yang diimplementasikan dalam proses

belajar mengajar dijalankan secara tahap demi tahap sebagaimana proses

belajar mengajar pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudjana

(2004: 68) yakni:

a. Tahap Pra Instruksional, tahap pra instruksional adalah tahapan yang
ditempuh guru pada saat masuk kelas untuk mengajar, antara lain
melalui kegiatan:
1) Guru menanyakan siswa kehadiran siswa dan mencatat siapayang

tidak hadir.
2) Guru bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan pelajaran

sebelumnya.
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3) Memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai bahan
pelajaran yang belum dikuasai dari pelajaran yang sudah
dibelajarkan.

4) Mengajukan pertanyaan pada peserta didik mengenai bahan yang
telah dibelajarkan.

5) Mengulang secara singkat semua aspek yang telah dibelajarkan.
b. Tahap Instruksional, tahap instruksional adalah tahap pengajaran atau

tahap inti, yakni tahap yang membahas bahan yang telah disusun oleh
guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1) Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai

siswa.
2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas.
3) Membahas pokok-pokok materi yang sudah dituliskan tadi.
4) Pada setiap pokok bahasan diberikan contoh yang kongkret.
5) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan

setiap pokok materi sangat diperlukan.
6) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

c. Tahap Evaluasi, tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui
tingkat keberhasilan tahapan kedua (instruksional). Kegiatan yang
dilakukan pada tahapan ini antara lain adalah sebagai berikut:
1) Mengajukan pertanyan kepada kelas atau kepada beberapa siswa

mengenai semua pokok materi yang telah dibahas pada tahap
kedua.

2) Guru harus mengulang kembali pembahasan materi yang belum
dikuasai jika pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab
kurang dari 70% diantara siswa.

3) Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi guru
dapat memberikan tugas pekerjaan rumah.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono (2006:

57) bahwa langkah-langkah model pembelajaran DDCT yaitu:

a. Kegiatan Awal

Dalam setiap mengawali pembelajaran dimulai dengan salam, tujuan

pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai kemudian menggunakan

elemen dinamika kelompok untuk membangun komunitas yang

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik berkonsentrasi sebelum

mengikuti pembelajaran.
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b. Kegiatan Inti

Kegiatan ini sebagai pengembangan dan pengorganisasian materi

pembelajaran. Adapun tahap yang dilalui sebagai berikut:

1) Tahap Pertama, guru melaksanakan kegiatan dengan menggali

informasi dengan memperbanyak brand storming dan diskusi

dengan melemparkan pertanyaan kompleks menciptakan kondisi

dialog mendalam dan berpikir kritis. Pada tahap ini peserta didik

dilatih sekaligus diberikan pengalaman melalui proses usaha

menemukan informasi atau konsep yang diperlukan dengan

mengoptimalkan dialog mendalam dan berpikir kritis antar sesama.

2) Tahap kedua, merupakan tahap umpan balik yang selalu

dilaksanakan guru setelah peserta didik diberi waktu untuk

berdialog mendalam, semua temuan dan hasil belajar yang

diperoleh selama diskusi dalam situasi pembelajaran yang

kooperatif.

c. Kegiatan Akhir

Tahap ini merupakan tahap pengambilan kesimpulan dari semua yang

saling dibelajarkan, sekaligus penghargaan atas segala aktivitas peserta

didik. Tahap ini dilakukan penilaian hasil belajar dan pemajangan dan

penyimpanan dalam file (bahan portofolio) peserta didik.

d. Refleksi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang penting dalam

model DDCT. Kegiatan ini bukan menyimpulkan materi pembelajaran
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tetapi pendapat peserta didik tentang apa saja yang dirasakan dan

dialami yang dikaitkan dengan apa saja yang dirasakan, dialami dan

dilakukan di masa lalu. Peserta didik menyampaikan secara bebas

perasaan dan keinginan yang terkait dengan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah

dalam model pembelajaran DDCT terdiri dari tahap pra instruksional,

tahap instruksional dan tahap evaluasi.

C. Kemampuan Berpikir Kritis

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis

Kemampuan seseorang untuk bisa berpikir secara baik dan kritis

diperlukan pembiasaan. Menurut Johnson (2007: 183) berpikir kritis

merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam

kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan,

membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Nurani (2010: 54) bahwa

berpikir kritis merupakan sebuah skill kognitif yang memungkinkan

seseorang menginvestigasi sebuah situasi, masalah, pertanyaan, atau

fenomena agar dapat membuat sebuah penilaian atau keputusan.

Kemampuan berpikir kritis mampu mendorong manusia untuk

menghadapi fenomena kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan lain, Wina

sanjaya (2010: 230) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir memerlukan

kemampuan mengingat dan memahami, oleh sebab itu kemampuan



31

mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan

berpikir. Glaser dalam Fisher, (2009: 3) mengungkapkan berpikir kritis

sebagai:

(a) Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-
masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman
seseorang; (b) pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan
dan penalaran yang logis; dan (c) semacam suatu ketrampilan
untuk menerapkan metode-metode tersebut. Berpikir kritis
menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau
pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan
kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya.

Setiap orang yang bergelut dalam bidang berpikir kritis telah

menghasilkan daftar ketrampilan-ketrampilan berpikir yang mereka

pandang sebagai landasan untuk berpikir kritis. Seperti yang dijelaskan

oleh Fisher (2009: 8) bahwa terdapat beberapa keterampilan berpikir kritis

yang sangat penting, khususnya bagaimana:

(a) Mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang dipikirkan,
khususnya alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan; (b)
Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi; (c)
Mengklarifikasi dan mengintrepretasi pernyataan-pernyataan dan
gagasan-gagasan; (d) Menilai akseptabilitas, khususnya
kredibilitas, klaim-klaim; (e) Mengevaluasi argumen-argumen
yang beragam jenisnya; (f) Menganalisis, mengevaluasi, dan
menghasilkan penjelasan-penjelasan; (g) Menganalisis,
mengevaluasi, dan membuat keputusan-keputusan; (h) menarik
inferensi-inferensi; (i) Menghasilkan argumen.

Pengembangan kemampuan berpikir kritis biasanya meliputi

berbagai aktivitas yang memperlihatkan bahwa seseorang sedang

mempergunakan akal dan pikirannya untuk mampu memecahkan masalah.

Vincent Ryan Ruggiero Nurani (2010: 55) mengatakan ada tiga aktivitas

dasar yang terlibat dalam pemikiran kritis, yakni: (a) Menemukan bukti,
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(b) Memutuskan apa arti bukti itu, (c) Mencapai kesimpulan berdasarkan

bukti itu.

Kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan melalui

pembelajaran di kelas akan menjadikan siswa lebih kritis dan kreatif dalam

menghadapi masalah sehari-hari. Bassham, et al. (2008: 8) dalam bukunya

menjelaskan:

In a critical thinking course, students learn a variety of skills that
can greatly improve their classroom performance. These skills
include, understanding the arguments and beliefs of other,
critically evaluating those argument and beliefs, developing and
defending one's own well supported arguments and beliefs.
(Dalam melatih berpikir kritis, siswa belajar berbagai keterampilan
yang dapat meningkatkan kinerja ketika di kelas mereka.
Keterampilan ini meliputi, memahami argumen dan keyakinan
lainnya, kritis mengevaluasi argumen dan keyakinan mereka,
mengembangkan dan mempertahankan argumen sendiri didukung
dengan keyakinan.)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi,

mengevaluasi, memecahkan masalah, membuat keputusan berdasar

analisis pribadi maupun berdasar landasan teori yang dikembangkan,

serta mampu menyampaikannya dan menyimpulkannya.

2. Ciri-Ciri Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan suatu pemikiran untuk menyikapi

sesuatu hal secara kritis. Proses berpikir kritis mengharuskan keterbukaan

pikiran, kerendahan hati, dan kesabaran. Cece Wijaya (1995: 72-73), ciri-

ciri berpikir kritis sebagai berikut:

(a) Mengenal secara rinci bagian-bagian dari keputusan, (b) Pandai
mendeteksi permasalahan, (c) Mampu membedakan ide yang
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relevan dengan yang tidak relevan, (d) Mampu membedakan
fakta dengan fiksi atau pendapat, (e) Dapat membedakan antara
kritik yang membangun dan merusak, (f) Mampu
mengidentifikasi atribut-atribut manusia, tempat, dan benda,
seperti dalam sifat, bentuk, wujud, dan lain-lain, (g) Mampu
mendaftarkan segala akibat yang mungkin terjadi atau alternative
terhadap pemecahan masalah, ide dan situasi, (h) Mampu
membuat hubungan yang berurutan antara satu masalah dengan
masalah yang lainnya, (i) Mampu menarik kesimpulan
generalisasi dari data yang telah tersedia dengan data yang
diperoleh di lapangan, (j) Mampu membuat prediksi dari
informasi yang tersedia, (k) Dapat membedakan konklusi yang
salah dan tepat terhadap informasi yang diterima, (l) Mampu
menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi.

Dari ciri-ciri berpikir kritis yang dipaparkan Cece Wijaya, semakin

mempertegas posisi berpikir kritis diantara keterampilan berpikir lainnya.

Selain itu, muncul pendapat Santrock (2008: 357) bahwa berpikir kritis

merupakan pemikiran reflektif yang melibatkan evaluasi bukti. Adapun

ciri-ciri berpikir kritis meliputi:

(a) Tidak hanya menanyakan tentang apa yang terjadi, tetapi
menanyakan apa penyebab permasalahan dan bagaimana
menyelesaikannya; (b) Melakukan pengkajian terhadap dugaan
fakta untuk mengetahui apakah ada saksi yang mendukung; (c)
Mengakui bahwa terkadang ada lebih dari jawaban/penjelasan
yang baik; (d) Membandingkan berbagai jawaban untuk suatu
pertanyaan dan menilai mana jawaban yang terbaik; (e) Berdebat
secara rasional bukan emosional untuk mendapatkan
penyelesaian; (f) Melakukan evaluasi dan menanyakan apa yang
dikataka; (g) Mengajukan pertanyaan dan memikirkan sesuatu.

Agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang

baik, siswa dihadapkan dengan masalah yang baru untuk mampu

dipecahkan dan mendorong siswa untuk mengkritisinya. Masalah tersebut

setidaknya mampu membangkitkan motivasi siswa untuk aktif dalam

pembelajaran.
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Mujis & Reynolds (2005 : 122) mengungkapkan masalah-masalah

yang dapat digunakan untuk mendorong berpikir kritis siswa yakni:

“Problems should be new activities, which are meaningful to the pupils

and which must be sufficiently close to their current level of knowledge to

be assimilated”. Dijelaskan bahwa masalah yang dapat digunakan untuk

pembelajaran siswa hendaknya masalah yang baru, dan bermakna bagi

siswa serta cukup dekat dengan keberadaan mereka, berdasarkan tingkat

pengetahuan yang dapat diasimilasikan.

Dengan demikian berpikir kritis merupakan salah satu

keterampilan berpikir yang komplek karena di dalamnya mencakup

berbagai keterampilan lain seperti kemampuan mendeteksi masalah,

membedakan ide relevan dengan yang tidak relevan, dapat membedakan

pendapat yang logis maupun yang tidak logis, dan lain sebagainya.

Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembiasaan oleh

siswa pada saat pembelajaran.

Dari ciri-ciri kemampuan berpikir kritis dan pengertian berpikir

kritis, maka dalam penelitian ini peneliti akan mempergunakan indikator

berpikir kritis yang meliputi: mampu mengidentifikasi suatu masalah,

kemampuan mengevaluasi, kemampuan memberi solusi berdasar sebuah

masalah, mampu menarik kesimpulan, mampu mengemukakan pendapat.
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D. Prestasi Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang penting untuk meraih

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Dengan adanya suatu kegiatan

belajar yang baik, terjadi perubahan pada diri seseorang. Hal ini

dikemukakan oleh Nana Syaodih (2009: 155), “Belajar selalu berkenaan

dengan perubahan-perubahan pada diri orang yang belajar, apakah itu

mengarah kepada yang lebih baik ataupun kurang baik”. Menurut

Muhibbin Syah (2011: 68), “Belajar dapat dipahami sebagai tahapan

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses

kognitif”. Proses kognitif tersebut meliputi pengamatan, ingatan,

pemahaman, dan penerapan. Sedangkan Ngalim Purwanto (2011: 85),

“Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi

juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk”.

Peter Salim dan Yeni Salim (1999: 190) mendefinisikan bahwa

prestasi adalah hasil yang telah dicapai individu di golongkan menjadi tiga

yaitu:

a) Prestasi akademik, nilai yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan
yang bersifat kognitif dan ditentukan melalui penilaian.

b) Prestasi belajar, penguasaan pengetahuan keterampilan terhadap
mata pelajaran yang dibuktikan melalui hasil evalusi yaitu
pengasaan atau keterampilan.

c) Prestasi kerja adalah hasil yang diperoleh dalam melaksanakan
tugas yang dibebankan oleh seseorang.
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Prestasi belajar adalah “penguasaan, pengetahuan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah kegiatan yang merupakan tahapan perubahan tingkah laku individu

yang relatif menetap untuk melakukan perubahan dalam berbagai hal

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang

melibatkan proses kognitif. Setiap manusia pasti akan melakukan kegiatan

belajar yang mempunyai tujuan tertentu.

2. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi merupakan kecakapan nyata dan dapat diukur secara

langsung dengan menggunakan tes. Zainal Arifin (1990: 2), “Prestasi

adalah sebagai tingkat kemampuan aktual siswa yang diukur berupa

penguasaan pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan sikap sebagai hasil

dari proses belajar disekolah yang dilaporkan dalam bentuk rapor”.

Menurut Sutratinah Tirtonegoro (2001: 43), “Prestasi belajar adalah

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”. Sedangkan

Slameto (1995: 2), “Prestasi belajar sebagai tinggi rendahnya tingkat

penguasaan siswa terhadap suatu materi pelajaran”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

prestasi adalah hasil usaha yang dapat diukur secara langsung dengan
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menggunakan tes. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar merupakan hasil yang telah diperoleh seseorang selama belajar

melalui pengalaman yang berulang-ulang. Seseorang dapat dikatakan

berhasil apabila dalam belajar terjadi perubahan tingkah laku yang relatif

tetap.

3. Fungsi Prestasi Belajar

Prestasi belajar penting untuk diukur agar dapat diketahui sejauh

mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Bagi guru, prestasi belajar

siswa merupakan alat ukur untuk menilai berhasil tidaknya proses

pembelajaran yang telah dilakukan, sedangkan siswa berkepentingan

mengetahui prestasi belajarnya agar dapat mengukur sejauh mana dia telah

menguasai materi yang diajarkan oleh guru.

Memperhatikan pentingnya fungsi prestasi belajar tersebut, maka

seorang guru harus memperhatikan berbagai hal yang dapat

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa serta mengadakan

evaluasi setiap saat sehingga dapat mengetahui sejauh mana siswa telah

mampu menerima dan menguasai materi yang telah disampaikan.

Menurut Zainal Arifin (1990: 3) fungsi dari prestasi belajar dalam

pendidikan adalah:

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pengetahuan yang telah
dikuasai peserta didik.

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu.
3) Prestasi belajar sebagai informasi dalam inovasi pendidikan.

Asumsinya prestasi belajar dapat dijadikan pedoman bagi peserta
didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidikan.
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4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu
institusi pendidikan. Indikator intern adalah indikator tingkat
produktivitas suatu instansi pendidikan. Indikator ekstern mengacu
pada tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat.

5) Prestasi belajar sebagai indikator daya serap peserta didik.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 20), “Secara garis besar faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat dibedakan menjadi dua

jenis yaitu :

a) Faktor intern (bersumber dalam diri manusia yang belajar)
1) Faktor biologis (kesehatan dan usia)
2) Faktor psikologis (motivasi dan kebiasaan belajar)

b) Faktor ekstern (faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang
belajar) yaitu faktor non manusia (alam dan lingkungan fisik)

Menurut Slameto (1995: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar tersebut adalah :

a) Faktor intern
1) Jasmaniah terdiri atas faktor kesehatan dan cacat tubuh.
2) Faktor psikologis terdiri atas intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kelelahan.
b) Faktor ekstern

1) Faktor keluarga
Lingkungan keluarga mencakup perhatian dan dukungan orang

tua, keteladanan orang tua dalam mengajar anaknya,

keharmonisan dan keterbukaan didalam keluarga, keadaan

sosial ekonomi keluarga serta kebiasaan atau tradisi yang

dianut dalam keluarga.

2) Faktor sekolah
Lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi prestasi belajar

seperti situasi belajar yang kurang nyaman, guru yang kurang

bijaksana dalam mengajar, ruang kelas yang sempit, dan

fasilitas belajar yang kurang memadai.
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3) Faktor masyarakat
Lingkungan masyarakat yang mempengaruhi prestasi belajar

misalnya pergaulan sehari-hari, melalui radio, televisi,

membaca buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

Menurut Winkel (2004: 43) prestasi belajar yang dicapai siswa

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa, terdiri dari:
1) Intelektual (intelegensi, kemampuan belajar dan cara belajar);
2) Non intelektual (motivasi belajar, sikap penasaran, minat,

persepsi, kondisi pikir).
2) Faktor yang berasal dari luar diri siswa, terdiri dari:

1) Faktor pengetahuan belajar disekolah (kurikulim, disiplin
sekolah, guru, metode pembelajaran, fasilitas belajar dan
pengalaman siswa);

2) Faktor sosial disekolah (sistem sosial, status sosial siswa dan
interaksi guru dan siswa);

3) Faktor situasional (keadaan politik, ekonomi, keadaan waktu
dan tempat tinggal).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor intern dan faktor

ekstern. Faktor intern (dalam diri) meliputi faktor fisiologis dan psikologis

yang salah satunya adalah motivasi. Sedangkan faktor ekstern (dari luar)

meliputi faktor lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat).

5. Pengukur Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar yang berupa

pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diukur dengan tes. Menurut

pendapat Nana Sudjana (2005: 22) prestasi belajar terdiri dari 3 ranah

yaitu:
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a) Civic knowledge, yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait
dengan materi ini pendidikan kewargaan.

b) Civic disposition yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait
dengan kesadaran dan komitmen warga Negara anatar lain
komitmen akan kesetraan gender, toleransi, kemajemukan, dan
komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian
persoalan warga Negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

c) civic skills yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan
keterampilan kewargaan sperti kemampuan melakukan kontrol
terhadap penyelenggara Negara dan pemerintah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhibbin Syah (2011: 145)

membagi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menjadi 3

macam, yaitu : 1) faktor internal, yang meliputi keadaan jasmani dan

rohani siswa, 2) faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di

sekitar siswa, dan 3) faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan

siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

Berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa

adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Dengan demikian hasil belajar siswa dapat diukur dengan tiga ranah

yaitu, ranah kognitif, afektif, psikomotor. Ketiga ranah tersebut menjadi

objek penelitian hasil belajar. Ketiga ranah tersebut selalu di nilai oleh

guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam

menguasai isi bahan pembelajaran.
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E. Kerangka Berpikir

Kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran PKn dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang

mempengaruhi adalah penerapan model pembelajaran yang digunakan oleh

guru. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik

siswa maupun materi pelajaran dapat membantu guru dan siswa mampu

mencapai hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran yang direncanakan.

Model pembelajaran Pkn yang diterapkan kurang efektif dalam

mendorong pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, dalam

pembelajaran hendaknya guru menerapkan model pembelajaran yang

mengedepankan peran aktif siswa sehingga diharapkan iklim belajar menjadi

lebih kondusif, mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang

pada akhirnya memperoleh pencapaian prestasi belajar PKn yang maksimal.

Model pembelajaran berbasis DDCT merupakan model pembelajaran

yang membantu guru untuk menjadikan pembelajaran bermakna bagi peserta

didik. Dalam model ini pembelajaran sedapat mungkin mengurangi

pengajaran yang terpusat pada guru (teacher centered) dan sebanyak mungkin

pengajaran yang terpusat pada peserta didik (student centered). Melalui

dialog secara mendalam dan berpikir kritis, tidak saja menekankan keaktifan

peserta didik pada aspek fisik, akan tetapi juga aspek intelektual, sosial,

mental, emosional dan spiritual. Selain itu, melalui DDCT diharapkan peserta

didik belajar melalui mengalami, merasakan, medialogkan bukan hanya
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menghafalkan. Dengan demikian diharapkan pembelajaran PKn menjadi

efektif dengan menerapkan model pembelajaran berbasis DDCT.

F. Hipotesis

Dari kajian teori dan kerangka berfikir di atas dapat dirumuskan

jawaban sementara dari rumusan masalah yang disusun dalam bentuk

hipotesis sebagai berikut:

1. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 3

Cirebon antara yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis

DDCT dengan metode konvensional.

2. Ada perbedaan prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 3 Cirebon

antara yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis DDCT

dengan metode konvensional.


